
  

   

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

PROVINSI JAMBI 

 
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR :  257  /Kep.Bup/BKPSDM/2024 
 

TENTANG 
 

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 
TAHUN ANGGARAN 2024 

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan 

Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman 
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat 

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman 

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu 
menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Tambahan 
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 

25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun 
Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 

 

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi 

dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3848)  sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,  

Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia Nomor 3969); 
 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah  beberapa kali  
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diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah  beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5657); 

 
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6897); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
 
7.  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6477); 

 
8.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

 
9.  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian 

Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6340); 

 
10.  Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6718); 
 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi 

Jabatan; 
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12.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan 
Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636); 
 
13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
 

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);  
 

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen 
Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 210); 
 

16.  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan 
Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047); 
 
17.  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan 
Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 155); 

 
18.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 

19.  Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5); 

 
20. Peraturan  Daerah   Kabupaten Tanjung  Jabung  Barat  Nomor 4 

Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 
(Lembaran  Daerah Kabupaten Tanjung  Jabung Barat Tahun 
2023 Nomor 4); 
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21. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat Tahun 2023 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2024 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan 
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 1); 
 

22. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah  
(Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 

Nomor 25); 
 

23. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita 
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39). 

 
 

Memperhatikan : 1.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap 

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Daerah. 

 

  2. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri  Nomor: 
900.1.3.2 /9048/SJ tanggal 26 April 2024 tentang  Hasil Verifikasi 
atas Distribusi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur 

Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 
Anggaran(TA) 2024. 

 
  3. Surat Direktur Jenderal Pertimbangan Keuangan Kementerian 

Keuangan Nomor S-30/PK/PK.6/2024 tanggal 13 Mei 2024 

tentang Pertimbangan atas Permohonan TPP ASN di Lingkungan 
Pemerintah Daerah TA. 2024 Tahap 22 (dua puluh dua). 

 
  4. Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian 

Dalam Negeri Nomor 900.1.1/8215/Keuda tanggal 20 Mei 2024 

tentang Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai 
Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024. 

 

   
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan    : 

   
KESATU    : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 

Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai 
dengan Lampiran XXXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Keputusan Bupati ini. 
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KEDUA    : Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum 
KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : 

 

a. penetapan kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung  

Jabung Barat berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat 
Nomor 113/Kep.Bup/BKPSDM/2024 tanggal 13 Maret 2024  
tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung 
Barat; dan 

b. besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang 

mengalami perubahan kelas jabatan, kenaikan jenjang Jabatan 
Fungsional, perpindahan dari jabatan lain, pengangkatan kembali 

dalam Jabatan Fungsional  dan  Kenaikan Pangkat Penyesuaian 
Ijazah pada tahun 2024 akan disesuaikan pada Tahun Anggaran 
berikutnya. 

 
KETIGA    : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini 

dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024. 

  

KEEMPAT    : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 

sampai dengan 31 Desember 2024. 
 
 
 
 
 
 

  Ditetapkan di  Kuala Tungkal 

 pada tanggal, 28  Mei 2024 
 
 

 BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 
 

 

   ttd 
 

     ANWAR SADAT 

 

 
   


